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Abstrak
 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa krisis yang melanda perekonomian Indonesia pada pertengahan

tahun 1997, telah berpengaruh negatif terhadap kondisi makro ekonomi secara menyeluruh dan membawa

Indonesia ke dalam keterpurukan. Bangsa Indonesia sangat tertinggal dibanding dengan bangsa-bangsa lain

di Asia Tenggara dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut. Hal ini tentu tidak terlepas dari pelaksanaan

pembangunan ekonomi yang diaplikasikan oieh masing-masing negara. Salah satu pilar dari keberhasilan

pembangunan ekonomi Indonesia adalah adanya pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu sumbangan terbesar dalam kekacauan ekonomi di Indonesia adalah dikukuhkannya praktek

monopoii secara membabi buta. Begitu dahsyatnya praktek ini, sampai-sampai tercipta integrasi vertikal dan

horizontal yang dikoordinasikan secara mesra antara pengusaha dan penguasa. Banyak contoh praktek-

praktek persaingan usaha tidak sehat yang teljadi di Indonesia yang menghambat kemajuan pembangunan

ekonomi, antara Iain adanya persekongkolan dalam berbagai hal, misalnya dalam penawaran tender (bid

rigging), dalam penetapan harga (price fixing) dan dalam pembagian wilayah (market allocation).

Banyak pelaku usaha melakukan bisnis dengan melakukan persekongkolan (perjanjian kolusif) karena tidak

sanggup menghadapi tantangan pasar. Perusahaan di banyak negara melihat dan menganggap kolusi sebagai

memberi order pada pasar dan menghilangkan kompetisi yang sehat. Hal ini mempunyai dampak langsung

dan negatif bagi konsumen. Mereka mengkonsumsi produk yang Iebih sedikit dan membayar Iebih untuk

hal itu. Adanya kebijakan yang melarang persekongkolan/kolusi yang tegas akan membantu mencapai

tujuan ekonomi yang Iebih luas yang pada akhirnya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasar yang kompetitif dapat memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan

membenkan dasar untuk standar hidup yang Iebih tinggi. Selain itu, persekongkolan/kolusi juga

membahayakan karena menghilangkan kepercayaan publik dalam sistem pasar yang kompetitif.

Persekongkolan/kolusi merupakan salah satu bentuk persaingan yang dilarang oleh Undang-undang.

Persekongkolan dapat dianggap sebagai konspirasi usaha. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkoi. Dengan adanya persekongkolan, para pihak yang terlibat

sama-sama melakukan suatu tindakan untuk memperoleh hasil yang telah disepakati secara bersama-sarna

pula, dan persekongkolan yang ditindak adalah price fixing (penetapan harga), bid rigging (persekongkolan

tender), atau market allocation (pembagian pasar atau skema alokasi).
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